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2 = A PROKOPIM KETAPANG
SERAHKAN - Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir SH menyerahkan Pidato Bupati Ketapang mengenai Rancangan Per

aturan Daerah
(Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada
pimpinan DPRD Ketapang di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Ketapang, Selasa (10/6).
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KETAPANG, SP - Raihan
opini Wajar Tanpa Pengec-
ualian (WTP) dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)
Republik Indonesia (RI)
ke-11 secara berturut-turut,
mencerminkan tata kelola
keuangan daerah yang baik -
serta merupakan hasil kerja
keras bersama antara Pemer-
intah Kabupaten (Pemkab)
dan DPRD Ketapang.
Pernyataan _itu disampai-
kan Wakil Bupati Ketapang,
Jamhuri Amir SH keg%xa
menghadiri Rapat Paripurna.
DPRD Kabupaten Ketapang
sekaligus menyampaikan Pida- -
to Bupati Ketapang mengenai
Rancangan Peraturan Dgerah
(Raperda) tentang Pertang-
gungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2024, Selasa (10/6)
di Ruang Rapat Paripurna Ge-
dung DPRD Ketapang.
Dalam pidatonya, Wakil
Bupati Jamhuri menegaskan
bahwa penyampaian Raperda
tersebut merupakan kewa-
jiban konstitusional pemer-

intah daerah kepada DPRD,
sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuan-
gan Negara, dan Undang-Un-
dang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Dae-
rah yang telah diubah tera-

 khir melalui Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015.
“Raperda ini disampai-

. kan dengan dilampiri lapo-

ran keuangan yang telah di-
audit oleh Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indone-
sia (BPK RI), sesuai keten-
tuan yang berlaku,” ujarnya.
Wakil Bupati Jamhuri
mengungkapkan, berdasar-
‘kan hasil audit atas laporan
keuangan Pemerintah Kabu-
paten Ketapang Tahun Ang-
garan 2024, Pemerintah Ka-

bupaten Ketapang kembali

meraih opini WTP dari BPK
RI. Capaian ini menjadi yang
ke-11 kalinya secara berturut-
turut.

“Ini mencerminkan tata
kelola keuangan daerah yang
baik serta merupakan hasil
kerja keras bersama antara

Pemerintah Kabupaten dan
DPRD Ketapang,” tegasnya.
Selain itu, BPK RI ju-

‘ga memberikan sejumlah

catatan dan rekomendasi ter-

kait kepatuhan terhadap per-

aturan p'erundang—undangan
dan sistem pengendalian in-
tern. Pemerintah daerah dim-
inta segera menindaklanjuti
rekomendasi tersebut untuk
perbaikan keuangan di masa
mendatang.

Wakil Bupati Jamhuri
menyampaikan bahwa pe-
nyusunan Raperda ini telah
mengacd pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri No-
mor 11 Tahun 2017 serta
Perda Nomor 14 Tahun 2023
tentang APBD Kabupaten
Ketapang Tahun Anggaran
2024 dan Perda Nomor 2 Ta-
hun 2024 tentang Perubahan
APBD Tahun 2024.

“Raperda ini menggam-

barkan pelaksanaaneprogram
dan kegiatan pemerintahan
selama tahun 2024 serta
menjadi bentuk evaluasi akh-
ir atas pelaksanaan APBD,”
jelasnya.(teo/*)
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